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TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang - a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokume
perencanaan yang memuat arah kebijakan PemerimdhBandung
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan disusun sebapgaya
memberikan kepastian kebijakan daerah untuk meilalksa
pembangunan yang berkesinambungan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-tyiNtanor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguasaonaljo.
ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota BandungpiN@7 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Petigendan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sertaawérai
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tdédah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 209 sebagai
dokumen perencanaan pembangunan yang berkesinaambyoagia
Tahun 2011, maka Rencana Kerja Pemerintah Daeradhdigetapkan
dengan Peraturan Walikota Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimd&tard huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Walikota BandungamgnfRencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2011,

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasi epotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&ant®aerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nbshdrahun
2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SisteranPanaan
Pembangunan Nasional,

4 . Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) TabgA2D25;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuaNggara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbera@ih&legara;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentangh&ean Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat |l Bandung dengabupaten
Daerah Tingkat 1l Bandung;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeRdaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentartg Tara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana i@maba;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentartg Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gan
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerimtdDaerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangpkath) Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaamcafa
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@é&6tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimata dielbah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 i&07;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 18&@rng Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2@0darig
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung gaebwmna
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota BandongoNO3 Tahun
2006;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 28ti&rig Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 28@drg Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2@0d8arig
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian daryaWarah
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tdbalh diengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;

19. Peraturan ...



Menetapkan
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19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2068tang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPaRmD) Z005-
2025;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2@0®arig
Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPU&HDN
2009-2013;

21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 200¢atg Tata
Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Barsideputusan
Walikota, dan Instruksi Walikota,

22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 201@aten Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan ReR&anbangunan
Daerah Serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah cBeazm

Pembangunan;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG REGANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

A

Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

Walikota adalah Walikota Bandung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyaglisi SKPD adalah
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan PetaérDaerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sefanjdisingkat
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Rawa@&andung.
Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bandung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang swigajudisingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja D&art@hBandung.
Perencanaan adalah serangkaian proses untuk mieernindakan yang

tepat di masa depan dengan memperhitungkan suraperydng tersedia.

9. Rencana ...
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9. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yangdardRencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Peméandangka
Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Da&ah¢ana Strategis
SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah glgutmya

disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan perabangdaerah

untuk periode 5 (lima) tahun.

11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutngmgiiat RKPD,

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahpenioite 1 (satu )

tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB Il
RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2011 merupakan penjabaran dari RPJMMDMan09-2013.

1)

(2)

3)

Pasal 3

RKPD Tahun 2011 memuat dokumen perencanaan penmemgu
tahunan daerah untuk periode Tahun 2011.

Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud padd ptexdiri dari :

a. rancangan kerangka ekonomi daerabh;

b. prioritas pembangunan daerah;

c. rencana kerja; dan

d. pendanaannya.

Rincian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksladayat (1) dan
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakagiabatidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2011 dijadikan :

a.

acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakabapgoman di
Daerah, baik yang dilaksanakan secara langsungR#eterintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasyanakat; dan
pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal ...



Pasal 5

(1) Kepala SKPD wajib membuat laporan kinerja triwutian tahunan atas
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang hedgn tentang
keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-nmg@girogram dan/atau
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diskemp&epada
Walikota Bandung melalui Kepala Bappeda, palingbdam 14 (empat
belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaaakhir.

(3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas laporamaehana dimaksud
pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasiluasia berikut
rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukaadepValikota.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayatg@jgidinakan sebagai

bahan dalam penyusunan RKPD periode berikutnya.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah@ngundangan

Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya d#élarita Daerah Kota

Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2010

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI
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